Menimbang

Mengingat :

a.

1.

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
CIREBON

NOMOR 19 TAHUN 2002 SERI B. 8
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 13 TAHUN 2002
TENTANG
RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIREBON

Bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan untuk meningkatkan
kelancaran distribusi atau pengadaan penyaluran barang-barang peniagaan
dipandang perlu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tanda Daftar

Gudang ;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka

Retribusi Tanda Daftar Gudang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara

tanggal 8 Agustus 1950).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1387).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan
Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962

Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1965 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang
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Perubahan Undang-undang Nomor 2 Tabun 1960 tentang Pergudangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-
undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 34, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 2759 ).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000

Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2001 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik

Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun



15.

16.

17.

Menetapkan :

2000 Nomor 1 Seri D.1).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun
2001 Nomor 3 Seri E.2).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4
Seri E.3).

Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 10 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Cirebon Tahun 2002 Nomor 16 Seri C.3).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN
PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;

. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;

. Bupati adalah Bupati Cirebon ;

. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;

. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten

Cirebon ;

Retribusi Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut retribusi adalah
pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin

penggunaan/pemanfaatan gudang ;

. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik

yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi
Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau
BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana

Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi
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Sospol atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk

badan lainnya ;

h. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah tanda daftar yang
dikeluarkan Pemerintah Daerah sebagai syarat utama bagi semua pihak untuk

dapat memanfaatkan / memfungsikan gudang ;

i. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan
tujuan tidak dapat dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus

sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan.

j. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan suatu
perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya

sendiri dan atau pihak lain untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang ;

k. Izin adalah izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang
diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan diberikan kepada pengusaha untuk

dapat menjalankan kegiatan usahanya

I. Rertibusi Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut retribusi adalah

pembayaran atas pemberian Izin Tanda Daftar Gudang ;

m. Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah
Daerah dalam rangka pemberia izin kepada orang pribadi atau badan yang dime
kan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan

tertentu guna melindungi kepentingan umum ;

n. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran

Tetribusi ;

0. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPDORD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek
retribusi dan waijib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran
retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi

Daerah ;

p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat

keputusan yang menentukan besamya jumlah retribusi yang terutang ;

g. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas

jumlah retribusi yang telah ditetapkan;

r. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat

SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan
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pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi

yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;

s. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat
untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksisanksi administrasi berupa

bunga dan atau denda ;

t. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah yang
terdapat dalam Surat Ketetapan retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi
Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan

Retribusi Daerah Nihil atau Surat Tagihan Retribusi Daerah ;

u. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap
surat ketetapan Retribusi Daerah, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang
Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat
Ketetapan retribusi Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Retribusi Daerah Nihil
dan terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh Wajib Retribusi ;

v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan
mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi Daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan retribusi ;

w. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik,
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
X. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB I
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tanda Daftar Gudang dipungut retribusi sebagai pembayaran

atas pemberian izin pemanfaatan atau penggunaan gudang.
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Pasal 3
(1) Obyek Retribusi adalah pemberian izin pemanfaatan atau pemakaian gudang.

(2) Subjek Retibusi adalah setiap orang atau badan yang memperoleh izin

pemanfaatan atau pemakaian gudang.

BAB Il
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 4

Retribusi Tanda Daftar Gudang digolongkan sebagai retribusi perizinan tertentu.

BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT
PENGGUNAAN JASA

Pasal 5
Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan luas ruangan gudang.

BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 6

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan
pada tujuan untuk menutup sebagian atau sama dengan biaya penyelenggaraan

pemberian izin termasuk pembinaan dan pengawasan.

BAB VI
STRUKTUR DAN BESARAN TARIF

Pasal 7
(1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan luas ruangan gudang.

(2) Struktur dan besamya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut :

a. Gudang dengan Luas Ruangan Usaha Seluruhnya 16 s/d 50 M2
SEDESAl ... e Rp. 50.000,00

b. Gudang dengan Luas Ruangan Usaha Seluruhnya 51 s/d 100 M2
SEDESAr ..o e Rp. 100.000,00

¢c. Gudang dengan Luas Ruangan Usaha Seluruhnya 101 s/d 500 M2
SEDESAr .cvviiiveiiiiie e Rp. 200.000,00

d. Gudang dengan Luas Ruangan Usaha Seluruhnya 501 s/d 1000 M2



(3)

SEDESAr ..o Rp. 500.000,00
e. Gudang dengan Luas Ruangan Usaha Seluruhnya 1001 s/d 10.000 M2
Sebesar .....cccccccvveeiiee v, Rp.1.000.000,00

Biaya daftar ulang (herregistrasi) sebesar 50 % dari besamya tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (2).

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

Retribusi Tanda Daftar Gudang dipungut di Wilayah Daerah.

BAB VIlI
SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 9

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

BAB IX
SURAT PENDAFTARAN
Pasal 10

Wajib Retribusi wajib mengisi SPDORD.

SPDORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar

dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau Kuasanya.

Bentuk, isi dan tata cara pengisian serta pengembalian SPDORD ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB X
PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 11

Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan
retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi

yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.

Bentuk, Isi dan tata cam penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud
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pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB Xl
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 12

Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang

dipersamakan.

BAB XIlI
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 13

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang
membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua
persen) setiap bulan dari besamya retribusi yang terutang atau kurang dibayar
dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke Kas Daerah.

BAB XIllI
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal 14

Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.

Retribusi yang terutang dilunasi selambatlambatnya 15 (lima belas) hari sejak
diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
STRD.

Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan

Keputusan Bupati.

BAB XIV
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 15

Retribusi terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah
retribusi yang harus dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib

Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara.

Penagihan retribusi melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara

dilaksanakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
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BAB XV
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 16

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Retribusi dapat memberikan pengurangan,

keringanan dan pembebasan retribusi.

Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVI
KEBERATAN
Pasal 17

Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat
yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan
SKRDLB.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai

alasanalasan yang jelas.

Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib

retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak
tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB
diterbitkan kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukan bahwa
jangka waktu itu tidak dapat menunjukan bahwa jangka waktu itu tidak dapat

dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak

dipertimbangkan.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan

pelaksanaan penagihan retribusi.
Pasal 18

Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat

Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas dasar keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau

sebagian, menolak atau menambah besamya retribusi yang terutang.

Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati
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tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap
dikabulkan.

BAB XVII
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
Pasal 19

Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan

permohonan pengembalian kepada Bupati.

Bupati atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian Kkelebihan pembayaran retribusi

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui dan
Bupati atau pejabat tidak memberikan suatu keputusan, permohonan
pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus

diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya kelebihan pembayaran
retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk

melunasi terlebih dahulu utang retribusi dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan
SKRDLB.

Apabila pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat
waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen)

setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
Pasal 20

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara

tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
a. nama dan alamat wajib retribusi ;

b. masa retribusi ;

c. besarnya kelebihan pembayaran ;

d. alasan yang singkat dan jelas.

Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara

langsung atau melalui pos tercatat.

Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat
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merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.
Pasal 21

Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah

Membayar Kelebihan Retribusi.

Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan utang retribusi
lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), pembayaran dilakukan
dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai

bukti pembayaran.

BAB XVIII
KEDALUWARSA
Pasal 22

Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka
waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila
Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidnag retribusi daerah.

Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tertangguh apabila :
a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau ;

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun

tidak langsung.

BAB XIX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 23

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan
keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau

denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
BAB XX
PENYIDIKAN
Pasal 24

Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi
wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana
pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.



12

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

(3)

a.

menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi
atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan

tindak pidana Peraturan Daerah ini ;

meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan

sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini;

memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain

berkenaan dengan tindak pidana Peraturan Daerah ini ;

melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan,
pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap

bahan bukti tersebut

meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan

tindak pidana Peraturan Daerah ini ;

menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas

orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;
memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Peraturan Daerah
ini;

memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi ;

menghentikan penyidikan ;

melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak
pidana Peraturan Daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggung

jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitaukan dimulainya

penyelidikan dan menyampaikan hasil penyelidikan kepada Penuntut Umum

melalui Penyidik POLRI, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 25

Tanda Daftar Gudang yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus

menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Semua ketentuan yang mengatur hal yang sama dinyatakan tidak

berlaku.
Pasal 27

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang rnengenai teknis

pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.
Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 3 Mei 20002
BUPATI CIREBON
TTD
SUTISNA

Diundalwgkan di

Pada t: nggal :

SEKE IS DAERAH KAB TEN CIREBON

LEMBARAN D ERAH KABUPATEN CIREBON NOMOR 19 TAHUN 2002 SERI B. 8



